BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah:

1.

Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai overmacht atau
keadaan memaksa yang bersifat relatif atau sementara dalam perjanjian
kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta cabang Sleman karena debitur masih dapat melakukan
kewajibannya walaupun dilakukan dengan kesukaran, kesulitan, dan
pengorbanan yang besar. Kemampuan debitur dalam melakukan
prestasi akan kembali normal apabila Pandemi COVID-19 sudah
selesai. Secara teknis Pandemi COVID-19 tidak menghilangkan barang
yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dan juga bagi beberapa
debitur secara usaha tidak musnah.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di
Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
cabang Sleman adalah perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat para
pihak, selama perjanjian kredit tidak dilakukan perubahan dan tidak
dilakukan salah satu untuk menghentikannya berarti perjanjian kredit
tersebut tetap berlaku dan megikat para pihak sampai batas waktu yang
telah diperjanjikan. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta cabang Sleman memberikan keringanan bagi
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debitur yang terdampak COVID-19 yaitu dengan memberikan
restrukturisasi kepada 162 debitur sesuai dengan Surat Keputusan
Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 0058/KR 1006 tentang Pedoman Bidang Kredit

Dalam Menghadapi Wabah COVID-19

B. Saran
Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang
Sleman dalam membuat perjanjian kredit dapat menambahkan klausul
khusus dalam perjanjian khusus apabila terjadi keadaan memaksa selama
perjanjian berlangsung. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta cabang Sleman memberikan kebijakan restrukturisasi
bagi debitur yang terdampak COVID-19 merupakan tindakan yang sudah
tepat dengan diberikan penundaan pembayaran. Namun masih ada beberapa
debitur yang masih mengalami kesulitan pembayaran walaupun sudah
dilakukan restrukturisasi. Dalam hal ini dari pihak bank alangkah lebih baik
apabila pihak bank juga memperhatikan faktor- faktor lain seperti tutupnya
usaha debitur, daya beli masyarakat yang menurun, dan meningkatnya harga
bahan baku. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk membuat
peraturan dikemudian hari. Bagi para debitur juga perlu menyadari bahwa
kebijakan retsrukturisasi ini merupakan keringanan yang cukup besar yang

diberikan pihak bank bagi mereka yang terdampak COVID-19.
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